[ SALINAN]

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/3/1/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
BARANG PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan
akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja negara, telah ditetapkan kuasa pengguna
anggaran/pengguna barang pada Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran
2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6697);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah
diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang



10.

11.

12.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6831);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana
Induk  Percepatan Pembangunan Dalam  Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,



13.

14.

15.

16.

17.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6731);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013
tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada
Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung
Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,
Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024,
dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan DIPA pada Dinas

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Papua Barat Daya.

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas,

wewenang, dan tanggung jawab:

a. menandatangani keputusan dalam pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat
Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM);

c. menetapkan  panitia/pejabat yang terlibat dalam
pelaksanaan kegiatan dan anggaran,;

d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana
pencairan dana;

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara;

f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran
atas beban anggaran negara;

g. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran,;

h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang
berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

dan



KEEMPAT

i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU dapat melimpahkan

sebagian tugas dan wewenangnya dalam rangka melakukan
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
negara kepada PPK, untuk:

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana
penarikan dana;

b. menerbitkan surat penunjukan Penyedia;

c. membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian
dengan Penyedia;

d. melaksanakan kegiatan swakelola;

e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara
(BUN) atas perjanjian yang dilakukannya;

f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;

g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak
tagih kepada negara;

h. membuat dan menandatangani Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPP;

i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada
Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

j- menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan
kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
dengan berita acara penyerahan;

k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan;

l. menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM;

m. menyampaikan rencana penarikan dana kepada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

n. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang
berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara;

o. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan

barang/jasa;



KELIMA

p. memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran
kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih
kepada negara;

q.- mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan
berdasarkan prestasi kegiatan;

r. memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan
kepada negara; dan

s. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan
kepada Penyedia;

t. menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD);

u. melakukan pemeriksaan kas terhadap Bendahara
Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali
dalam 1 (satu) tahun anggaran;

v. melakukan rekonsiliasi internal dan menandatangani
berita acara rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi; dan

w. menandatangani surat keputusan tentang lembur/
honor/vakasi.

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU dapat melimpahkan

sebagian tugas dan wewenangnya dalam rangka melakukan
pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban
anggaran negara kepada PPSPM, untuk:

a. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;

b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak
memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

c. membebankan tagihan pada akun yang telah disediakan;

d. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak
tagih;

e. melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu anggaran,
realisasi belanja, dan penggunaan Uang Persediaan (UP)/
Tambahan Uang Persediaan (TUP);

f. memperhitungkan kewajiban penerima hak tagihan
apabila penerima hak tagihan masih memiliki kewajiban
kepada negara;

g. menerbitkan dan menyampaikan Surat Perintah
Membayar (SPM) atau dokumen lain yang dipersamakan

dengan SPM ke KPPN;



h. menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengujian dan

perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang secara periodik; dan

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang
berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah

pembayaran.

KEENAM : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban:

a. menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

setempat;

b. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

c. menyampaikan Surat Keputusan Penetapan PPK, Pejabat
Penguji dan PPSPM, serta Bendahara Pengeluaran kepada
Gubernur.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal, 18 — 1 - 2024
Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA’AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,

/o5——Kepala

AAAANS NANAAAAAAAAAA.  NAARAARAN AN

o Hukum,

bt

Anace Nauy, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/Db)
NIP. 19721116 200212 2 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

A WDN

. PIt. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;

. Inspektur Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;

. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;

. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;

@)

. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua Barat Daya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/3/1/2024

TANGGAL 18 — 1 - 2024

NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

TAHUN ANGGARAN 2024

NO

NAMA/ NIP

PANGKAT/GOLONGAN

JABATAN

dr.NAOMI NETTY HOWAI, S.KM,. M.Kes.
NIP. 196911201994032009

Pembina Utama Muda

(IV/c)

Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian = Penduduk
Dan Keluarga Berencana

Provinsi Papua Barat Daya

Salinan yang sah sesuai aslinya,

VA ) TS

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19721116 200212 2 001

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA’AD




